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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan 

Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

terhadap Penerapan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di 

Bank Syariah Indonesia KCP Panyabungan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 terhadap penerapan tugas dan 

tanggung jawab DPS di BSI KCP Panyabungan telah berjalan secara 

normatif, namun belum dilaksanakan secara langsung. Ketentuan tata 

kelola syariah telah disosialisasikan dan dijadikan pedoman operasional 

melalui mekanisme berjenjang dari Kantor Pusat → Kantor Cabang 

Induk → KCP Panyabungan. Pegawai memahami fungsi umum DPS dan 

prinsip dasar syariah, namun pemahaman terhadap rincian pasal, tugas, 

wewenang, serta ketentuan teknis POJK Nomor 2 Tahun 2024 masih 

terbatas. DPS tidak berkunjung secara rutin maupun langsung ke KCP, 

sehingga pengawasan syariah dilakukan melalui pelaporan dan 

koordinasi daring. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

ketentuan normatif yang mengharuskan pengawasan langsung oleh DPS 

dengan realitas pelaksanaan di tingkat KCP. 

2. Terdapat kendala dalam penerapan tugas dan tanggung jawab DPS 

berdasarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 di BSI KCP Panyabungan, 

yaitu: tidak adanya kehadiran langsung DPS di tingkat KCP sehingga 

berisiko tidak menangkap kondisi riil lapangan secara menyeluruh; 

keterbatasan pemahaman pegawai terhadap rincian ketentuan peraturan; 

alur koordinasi berjenjang yang memperlambat penyampaian informasi 

dan umpan balik; serta ketergantungan tinggi pada kinerja Unit 

Kepatuhan dan SKAI yang menjadi penentu efektivitas pengawasan 

syariah harian. Kendala-kendala ini berkaitan dengan empat faktor 
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penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George C. 

Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. 

3. Secara keseluruhan, implementasi POJK Nomor 2 Tahun 2024 di BSI 

KCP Panyabungan telah berjalan melalui mekanisme tidak langsung dan 

berjenjang. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan 

dan SKAI berperan sebagai perpanjangan tangan DPS, melakukan 

pemeriksaan rutin setiap tiga bulan sekali serta pemastian kepatuhan 

menyeluruh minimal enam bulan sekali secara daring maupun luring. 

Jika ditemukan ketidaksesuaian, segera dilakukan perbaikan dan 

pembinaan agar tidak terulang. Hasil pengawasan dilaporkan secara 

berjenjang kepada DPS sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

tata kelola syariah. Dengan demikian, secara substansial peraturan 

tersebut telah diimplementasikan, namun pelaksanaannya sangat 

bergantung pada kelancaran koordinasi dan kinerja pengawasan internal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan efektivitas 

penerapan POJK Nomor 2 Tahun 2024 serta pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab DPS di BSI KCP Panyabungan, peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pihak BSI Kantor Pusat dan Dewan Pengawas Syariah 

Meningkatkan frekuensi dan kedalaman sosialisasi POJK Nomor 2 

Tahun 2024 hingga ke tingkat KCP, tidak hanya berupa surat edaran atau 

pelatihan umum, tetapi menyentuh aspek teknis operasional secara spesifik 

agar seluruh pegawai memahami secara mendalam rincian tugas, 

wewenang, dan ketentuan syariah yang berlaku. Mempertimbangkan adanya 

kunjungan atau sosialisasi langsung dari tim DPS kepada KCP secara 

berkala, minimal setahun sekali, agar terjalin komunikasi langsung, pegawai 

dapat bertanya dan berdiskusi, serta DPS dapat melihat langsung kondisi riil 

operasional di lapangan. Menyederhanakan alur pelaporan dan umpan balik 



69 
 

 
 

antara KCP dengan DPS, sehingga apabila ditemukan masalah terkait 

kepatuhan syariah dapat segera diselesaikan tanpa menunggu proses yang 

berjenjang terlalu lama. 

2.  Bagi Pihak BSI KCP Panyabungan dan Kantor Cabang Induk 

Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan POJK 

Nomor 2 Tahun 2024 secara mandiri dan berkelanjutan, tidak hanya 

mengandalkan sosialisasi dari kantor pusat, sehingga setiap pegawai sadar 

akan pentingnya kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan operasional 

harian. Memperkuat peran dan kompetensi Unit Kepatuhan serta SKAI 

dengan memberikan pelatihan khusus berkaitan tata kelola syariah dan 

ketentuan terbaru, mengingat kedua unit ini sangat berperan sebagai 

perpanjangan tangan DPS di lapangan. Berikan wewenang dan pedoman 

yang lebih jelas agar tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi 

juga memastikan kesesuaian akad dan produk dalam transaksi sehari-hari. 

Lebih aktif menyampaikan kendala atau pertanyaan terkait kepatuhan 

syariah kepada Kantor Cabang Induk maupun tim kepatuhan syariah kantor 

regional, sehingga masalah dapat segera dikomunikasikan dan tidak 

menumpuk hingga pemeriksaan berkala. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya, 

Penelitian ini berfokus pada tingkat KCP Panyabungan dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

meneliti langsung informan dari pihak DPS maupun kantor pusat untuk 

mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Penelitian berikutnya juga 

dapat membandingkan beberapa KCP atau bank syariah lainnya untuk 

melihat perbedaan dalam penerapan tata kelola syariah serta faktor-faktor 

yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya secara lebih luas. 
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Lampiran 4 Pedoman Wawancara 

Lampiran Wawancara 

Pedoman  Wawancara  

Wawanca yang dilakukan dengan Bapak Sutan Adharis Selaku Branch Operation 

& Service Manager  dan Pegawai lainnya di Bank Syariah Indonesia KCP 

Panyabungan: 

1. Menurut Bapak selaku pegawai BSI KCP Panyabungan, apa yang dimaksud 

dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan apa peran utamanya dalam 

operasional BSI? 

2. Sejak kapan Bapak mengetahui keberadaan DPS di BSI, dan dari mana 

sumber informasi tersebut diperoleh selama bertugas di BSI KCP 

Panyabungan 

3. Apakah Bapak mengetahui bahwa DPS tidak berkedudukan langsung di BSI 

KCP Panyabungan? Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait hal tersebut? 

4. Apakah pegawai BSI KCP Panyabungan pernah mendapatkan sosialisasi, 

pelatihan, atau materi edukasi terkait fungsi dan tugas DPS? 

5. Menurut Bapak, seberapa penting pemahaman pegawai BSI KCP 

Panyabungan terhadap fungsi DPS dalam mendukung kepatuhan syariah 

sehari-hari di kantor ini 

6. Bagaimana alur penyampaian informasi atau ketentuan syariah dari DPS 

hingga sampai ke pegawai BSI KCP Panyabungan? 

7. Siapa pihak yang menjadi penghubung antara BSI KCP Panyabungan dengan 

kantor cabang induk terkait isu kepatuhan syariah? 

8. Apakah kantor cabang induk secara rutin meneruskan arahan, kebijakan, atau 

hasil pengawasan DPS kepada BSI KCP Panyabungan? 

9. Bagaimana proses sebaliknya, yaitu jika ada temuan, kendala, atau 

pertanyaan syariah dari BSI KCP Panyabungan, bagaimana cara 

menyampaikannya ke kantor cabang induk atau DPS? 

10. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau kendala komunikasi dalam alur 

koordinasi berjenjang antara BSI KCP Panyabungan dengan kantor cabang 



 
 

 
  

induk maupun DPS? 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme koordinasi yang berjalan saat ini 

antara BSI KCP Panyabungan dengan kantor cabang induk sudah cukup 

efektif? 

12. Bagaimana peran petugas kepatuhan (compliance) di kantor cabang induk 

maupun di BSI KCP Panyabungan dalam menjembatani fungsi pengawasan 

DPS? 

13. Apakah SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) pernah melakukan pemeriksaan 

atau audit terkait kepatuhan syariah secara khusus di BSI KCP Panyabungan? 

14. Bagaimana bentuk pembinaan atau pengawasan yang dilakukan 

compliance/SKAI terhadap produk dan transaksi yang berjalan di BSI KCP 

Panyabungan? 

15. Apakah ada laporan berkala terkait kepatuhan syariah yang harus disusun 

pegawai BSI KCP Panyabungan untuk disampaikan ke compliance/SKAI? 

16. Menurut Bapak/Ibu, apakah peran compliance/SKAI saat ini sudah cukup 

efektif menggantikan fungsi pengawasan langsung DPS di BSI KCP 

Panyabungan? 

17. Apa saran Bapak/Ibu agar peran compliance/SKAI sebagai perpanjangan 

tangan DPS dapat lebih optimal ke depannya, khususnya di BSI KCP 

Panyabungan? 
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5. Dokumentasi dengan Mikro Relationship Manager Team Leader yaitu 

Bapak Rolim  Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panyabungan. 
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